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Abstrak : Menurut ketentuan yang disebutkan dalam KUHP perzinahan 
dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang pria dengan 
seorang wanita yang keduanya atau salah seorang dari mereka telah terikat 
perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum adat 
perzinahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Jadi baik 
sudah menikah maupun belum menikah jika melakukan persetubuhan di 
luar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai perbuatan yang terlarang 
dan disebut juga sebagai zina. Sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan 
adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan 
keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah di 
lakukan. Hukum adat tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang di 
jatuhkan oleh  pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan 
kewajiban adat dan sanksi adat. Disamping itu, setiap putusan adat 
terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, Putusan 
hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum karena 
dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah 
pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat 
tersebut maka proses penyelesaiannya bisa di lanjutkan dengan membuat 
pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan. 
 
Kata Kunci : Sanksi, Pidana Adat, Tindak Pidana, Zina, Adat Tobati 
 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki 
keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan 
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di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat 
merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societas, 
dimana ada masyarakat, disitu ada. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai 
ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan 
publik maupun privat2. 
Indonesia adalah sebuah negara (rechtsaat), dimana setiap 
ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem yang 
berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya nasional di tengah 
masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem, yang bersumber 
dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang 
nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan adat. 
Secara etimologis istilah adat terdiri dari dua kata, yaitu sanksi yang 
bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga 
keamanan dan   ketertiban   terpelihara.   Sedangkan   adat   merupakan   
pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu 
penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. 
Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan 
sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang 
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Paramitha, Jakarta, 2000, hlm  5 
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bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian adat 
menurut Soepomo Adalah yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative 
meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-
peraturan tersebut, mempunyai kekuatan3 . 
Antara dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, 
publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. Antara 
dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, berperan besar 
dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal 
yang menyimpang maka peran dapat dilihat secara  lebih konkrit. Di dalam 
lapangan   pidana, ada dua yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat 
yaitu pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainya dan yang 
bersumber pada KUHP4. 
Serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu pidana adat. 
pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan 
kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan 
terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk 
memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi 
adat 5. 
Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang 
mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan 
                                                   
3Ibid, hlm 8-9  
4 Santoso Topo, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia. PT.Ersesco, 
Jakarta, 2002  hlm 5-6 
5 Ibid, hlm 9 
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hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku 
atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perk awinan. Apabila 
perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan 
maka menurut KUHP mereka tidak dapat dik atakan melakukan tindak pidan 
perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke 
dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi 
perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya 
tidak dapat dituntut pidana apabila tidak pengaduan dari pihak suami atau 
istri yang dirugikan. 
Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan 
KUHP ini tidak semata – mata terletak pada aspek delik aduan absolut. 
Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 
masyarakat Indonesia yang regilius dan mayoritas memeluk agama Islam. 
Dalam agama islam delik perzinahan dirumuskan sebagai hubungan 
seksual (persetubuhan) antara pria dengan  wanita  yang tidak terikat oleh 
perkawinan yang sah  yang dilakukan secara sengaja6. 
Jadi menurut agama Islam, agama-agama yang dianut mayoritas 
masyarakat Indonesia, delik perzinaan merumuskannya bukan hanya 
dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga di 
lakukan oleh orang yang  belum   /  tidak   berkeluarga  asalkan   sudah  
mukallaf (dewasa). Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan 
                                                   
6 Abdul Aziz Dahlan Ed, Ensiklopedi Hukum Islam, ikhtiar Baru van 
Houve, Jakarta,2002,hlm 20- 26. 
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sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. 
Kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan adat bersumber 
dari UU darurat No 1 tahun 1951, dalam adat pada dasarnya tidak 
membedakan lapangan seperti yang dikenalkan oleh Eropa. Dalam pidana 
adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan 
dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut 
dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya 
di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. 
Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk 
mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan 
tersebut. 
Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk 
membahas penerapan sanksi tindak pidana zina menurut adat Tobati dalam 
perbandingannya dengan pengaturan tindak pidana zina di dalam Kitab 
Undang-Undang Pidana (KUHP) dengan menganalisis proses 
penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat Tobati dan 
KUHP dan  kedudukan putusan pidana adat terhadap penyelesaian tindak 
pidana zina pada masyarakat adat tobati dalam hukum pidana nasional. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Sanksi 
Istilah sanksi dalam khasanah ilmu hukum tidak bisa dipisahkan 
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dengan hukum pidana atau dengan kata lain istilah sanksi selalu melekat 
dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) 
sanksi : ihwal penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat 
kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas 
perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini 
dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, semisal hukum sipil. 
Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara  
sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang 
kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Jan Remmelink 
(2003:7) mengemukakan juga, bahwa instansi  kekuasaan yang 
berwenang, hakim pidana, tidak sekadar menjatuhkan sanksi, namun juga 
menjatuhkan tindakan (maatregel) untuk pelanggaran norma yang 
dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian. 
Sanksi pidana di dalam ilmu hukum yang berhubungan 
denganadanya hukum yang bertujuan untuk menegakkan tertib hukum dan 
melindungi masyarakat hukum yang terdapat hubungan erat antara negara 
dan masyarakat. Dalam konteks itulah di samping sanksi pidana menurut 
Jan Remmelink, masih terdapat sanksi perdata,  sanksi disipliner 
(tuchtsanctie) yang terdapat dalam hukum disipliner (tuchtrecht), dan sanksi 
administratif yang lebih dikenal dengan istilah bestuursstrafrecht (hukum 
pidana tata usaha negara) memiliki kekhasan yang bersumber dari 
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hubungan pemerintah-warga7. 
Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar 
ketentuan pidana. Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Pidana) hukuman 
dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. 
Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam 
hukuman pokok yaitu: 
a) Hukuman mati, 
b) Hukuman penjara, 
c) Hukuman kurungan, 
d) Hukuman denda. 
Yang termasuk hukuman tambahan yaitu: 
a) Pencabutan beberapa hak tertentu, 
b) Perampasan barang yang tertentu, 
c) Pengumuman keputusan hakim. 
 
Pengertian Hukum Pidana 
 
Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat 
memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang 
dimaksud dengan pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan 
merumuskan pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu 
memberikan gambaran/deskripsi awal tentang pidana.  
                                                   
7 http://e-journal.uajy.ac.id/4159/3/2MIH01373.pdf di akses 2 november 
2014 jam 12:50  
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Banyak pengertian dari pidana yang diberikan oleh para ahli pidana 
diantaranya adalah W.L.G. Lemaire yang mengatakan bahwa Pidana itu 
terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 
suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat 
khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa pidana itu 
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau  tidak 
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan 
sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana itu dapat dijatuhkan, 
serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-
tindakan tersebut8. 
Menurut Simons pidana itu dapat dibagi menjadi pidana dalam arti 
objektif atau strafrecht in objectieve zin dan pidana dalam arti subjektif atau 
strafrecht in subjectieve zin. Pidana dalam arti objektif adalah pidana yang 
berlaku, atau yang juga disebut sebagai positif atau ius poenale9. Simons 
merumuskan pidana dalam arti objektif sebagai: 
a) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan 
nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 
b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 
                                                   
8 P.A.F. Lamintang,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 
Bandung, 2004 hlm. 1-2. 
9 Ibid, hlm. 3. 
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penjatuhan pidana, dan; 
c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan 
penerapan pidana10. 
Pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan 
sempit, yaitu sebagai berikut11: 
1) Dalam arti luas: 
Hak dari Negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk 
mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu; 
2) Dalam arti sempit: 
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang 
dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius 
puniendi adalah hak mengenakan pidana. pidana dalam arti subjektif 
(ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak Negara 
dan alat perlengkapan Negara untuk mengancam, menjatuhkan dan 
melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan 
dan perintah yang telah diatur di dalam pidana itu diperoleh negara dari 
peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pidana dalam arti 
objektif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan 
kepada ius poenale. 
Menurut Moeljatno bahwa Pidana adalah bagian dari pada 
                                                   
10 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000 hlm. 9. 
11 Ibid, hlm. 10. 
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keseluruhan yang berlaku disuatu  negara, yang mengadakan dasar-dasar 
dan aturan-aturan untuk: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan; 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut12. 
Menurut Hazewinkel-Suringa bahwa Pidana adalah sejumlah 
peraturan yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang 
terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi ) bagi barang 
siapa yang membuatnya13. Pidana itu adalah bagian dari publik yang 
memuat/berisi ketentuan- ketentuan tentang: 
1) Aturan umum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) 
larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun 
pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa 
pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu; 
                                                   
12 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, 2002 hlm 1 
13 Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 
hlm. 4. 
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2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi 
si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan 
pada larangan perbuatan yang dilanggarnya; 
3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara 
melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), 
terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar  pidana  dalam 
rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan  
sanksi  pidana  terhadap  dirinya,  serta  tindakan   dan upaya-upaya 
yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa pelanggar 
tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya 
dari tindaan negara dalam upaya negara menegakkan pidana 
tersebut14. 
 
Pengertian Pidana Adat 
Istilah pidana adat sebenarnya merupakan istilah yang diambil dari 
terjemahan “adat delictenrecht” sebagai istilah yang diperkenalkan  oleh 
Van Vollenhoven. Adat tidaklah mengenal pembagian bidang pidana, 
keperdataan, tata Negara maupun administrasi. Istilah yang dipergunakan 
oleh Van Vollenhoven hanyalah pembagian untuk mempermudah analisis 
atas bidang adat di Indonesia. Pidana adat adalah ketentuan yang 
mengatur tentang pelanggaran adat sebagai: “Suatu perbuatan sepihak dari 
                                                   
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta,  2002 hlm. 2. 
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seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau menyingung atau 
mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, bersifat materil 
atau immateril, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat 
berupa kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi 
adat” Dasar berlakunya pidana adat adalah UU No. 1 Drt Tahun 1951 dan 
UU tentang Kekuasaan kehakiman. Sifat pidana adat, adalah : Menyeluruh  
dan menyatu, ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa (tidak 
mengenal “prae    extence    regel”),    membedakan    permasalahan, 
peradilan  atas permintaan serta pertanggungjawaban kolektif. Sumber 
pidana adat, lebih banyak ditemukan dalam peraturan-peraturan tidak 
tertulis15. 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi16,  bahwa pidana adat pun 
yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat 
tempat dalam pengertian pidana. Adat tumbuh dan berakar  dalam  
kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya 
adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian 
maka perumusan pidana adalah bagian dari positif yang berlaku di suatu 
negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang 
memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan 
atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan 
                                                   
15 Hadikusuma Hilman. Hukum Pidana Adat, Alumni. Bandung, 2003 
16 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia 
dan Penerapannya, Jakarta, 2002,  hlm. 15-16. 
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pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran 
tersebut dipertanggung jawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai 
hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan 
pidana demi tegaknya yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini 
mencakup juga (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan 
di antara pelbagai kepentingan atau keadilan. 
Sejauhmana (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi 
pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung 
kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran 
masyarakat (setempat), masih/tidaknya adat diakui oleh undang-undang 
negara, maupun kepada sejauh mana (pidana) adat masih dianggap  
sejalan atau ditolerir  oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang 
berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan 
pembatasan mutlak terhadap penerapan (pidana) adat. Dengan demikian 
sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya 
dalam beberapa hal ada  pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan 
antara (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim 
sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak 
memegang peranan. Hakim dianggap mengenal. Hakim wajib mencari dan 
menemukan. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, 
karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak 
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memberi keadilan17. 
 
Pengertian Zina 
Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa – yazni – zinaa-an 
yang berarti Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin, artinya 
menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara‟ atau 
disebabkan wanitanya budak belian18. 
Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang 
terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah  
(subhat) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba)19. Secara 
garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka 
masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan syubhat 
(semu/mirip) yang menghindarkan hukuman    had dan mana pula yang 
tidak menghindarkan hukuman tersebut. 
Namun Imam Taqiyuddin memberikan definisi zina sebagai 
perbuatan persetubuhan dengan memasukan zakar ke dalam vagina 
dengan cara apapun yang diharamkan oleh syara‟ dan bukan wath’i 
subhat20. Sedangkan Sayyid Sabiq menggambarkan zina sebagai 
                                                   
17 Ibid., hlm. 16. 
18Ibnu Hajar Ash-Qalani, Bulugh al-Maram, terjemahan. KH. Kahar 
Masyhur, PT. Rineka Cipta, Jakarta,2002, hlm 190.  
19 Ibnu Rusyd,Bidayah al- Mujtahid, Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-
Islamiyah, 2000, hlm 324. 
20 Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin, 
2005, hlm 619. 
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hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab21. 
Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli Islam tersebut secara 
esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya 
perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu; 
a) Adanya persetubuhan antar dua orang yang berlainan jenis. 
b) Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah. 
Oleh karena itu apabila ada seorang laki-laki dan wanita yang 
bermesraan dan atau bertelanjang di atas tempat tidur belum bias 
dikategorikan sebagai perbuatan zina. Di sini dibutuhkan pemeriksaan 
secara medis sebagai justifikasi apakah sudah terjadi zina atau belum. 
Perlu diketahui sebagai catatan bahwa ada perbedaan yang  sangat 
esensial mengenai definisi zina di dalam positif Indonesia (KUHP) dengan 
Islam. Di dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia pasal 284 
dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki 
atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang 
bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini, maka 
persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh 
ada paksaan dari salah satu pihak22. 
 
 
                                                   
21 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Kuwait: Dar al-Bayan, 2000, hlm. 90. 
22 R. SoesilaKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, 
Bogor, t.th, hlm. 181. 
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Proses penyelesaian tindak pidana zina  menurut hukum  pidana  adat 
Tobati dan KUHP dan kedudukan putusan pidana adat terhadap 
penyelesaian tindak pidana zina pada masyarakat adat tobati dalam 
hukum pidana nasional. 
 
Dalam penyelesaian perkara-perkara pidana seperti yang telah 
disebutkan oleh Dewan adat Tobati adalah dengan mengedepankan 
musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kedua belah pihak diundang 
untuk diselesaikan di depan forum yang terbuka untuk umum, setelah 
mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak lalu diambil keputusan 
sesuai tingkat kesalahannya/pelanggarannya dan diberi sanksi adat 
dengan membayar sejumlah uang atau denda adat. Selanjutnya proses 
penyelesaian dapat berlanjut kalau penyelesaian perkara pidana adat tidak 
mencapai perdamaian di tingkat keret maka perkara tersebut dilanjutkan ke 
Para-Para Adat dengan Ondoafi sebagai Hakim Adat. 
Bila seseorang masyarakat melakukan suatu perzinahan dan tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan suatu pernikahan maka orang 
tersebut wajib membayar denda sesuai ketentuan yang sudah diputuskan 
oleh dewan adat melalui musyawarah yang dimusyawarahkan oleh tokoh 
dewan adat, sanksi denda tetap diberlakukan walaupun pihak pelaku 
bertanggung jawab untuk menikahinya wajib untuk membayar denda 
tersebut, denda tersebut berupa manik-manik (perhiasan berupa batu-
batuan yang dimiliki para tokoh adat) dimana manik-manik tersebut memiliki 
nilai tertentu yang telah disepakati oleh dewan adat, manik-manik juga 
sebagai simbol pencabutan hukum karma. Dijaman modern ini masyarakat 
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adat tobati masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis karena masih 
menganut adat dari nenek moyang yang menganggap adanya kekuatan 
ghaib(alam) di sekitarnya jadi menurut tokoh adat masyarakat tobati 
bilamana pelaku melarikan diri atau tidak bertanggung jawab maka pelaku 
akan terkena kutukan tidak akan berumur panjang selama pelaku tidak 
membayar sanksi adat yang berlaku. Proses penyelesaian denda terhadap 
pelaku dilakukan melalui dewan adat dan proses pembayaran adat 
disaksikan oleh dewan adat dan tokoh adat kampung tobati, setelah 
putusan denda telah disepakati maka dewan adat memberikan undangan 
kepada tokoh adat untuk menghadiri proses pembayaran adat baik dari 
pihak pria ataupun dari pihak wanita.23 Kedudukan putusan pidana adat 
terhadap penyelesaian tindak pidana zina pada masyarakat adat tobati 
dalam hukum pidana nasional. 
Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang 
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. 
Dalam bahasa latin, dikenal sebagai Nullum delictum nulla poena sine 
praevia lege poenalli yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, 
tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Sistem pelanggaran yang 
dianut hukum pidana adat Tobati adalah terbuka tidak seperti KUHP yang 
bersifat tertutup yang terikat pada suatu ketentuan yang terdapat pada 
                                                   
23 hasil wawancara kepala kampong adat tobati pada hari minggu jam 
12:00 
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Pasal 1 KUHP karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum 
adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya.  
Apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan 
masyarakat adat maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Sama 
halnya dengan hukum pidana nasional, hukum pidana adat Tobati 
mengenal ketentuan semacam asas personalitas. Dalam asas personalitas 
yang terpokok adalah orang, person. Berlakunya hukum pidana dikaitkan 
dengan orangnya, tanpa mempersoalkan di mana orang itu berada, hukum 
pidana nasional selalu melekatinya.24  
Demikian halnya dengan Tobati, setiap warga Tobati dilekati hukum 
pidana adat Tobati ke mana pun ia pergi, sekalipun seorang Tobati yang 
berada di luar wilayah Tobati. Dalam hukum pidana adat Tobati, dibedakan 
bobot hukuman peran dalam suatu tindak pidana. Maka pelaku (dader), 
penyuruh (doenpleger), turut serta melakukan (mededader/ medepleger), 
pembujuk (uitlokker), dan pembantu (medeplichtige) dibedakan dalam hal 
bobot hukumannya. Berbagai peran sebagaimana di atas juga dikenal 
dalam hukum pidana adat Tobati hanya sekadarmembedakan peran yang 
dilakukan dalam suatu tindak pidana tetapi hukumannya berbeda.  
Menurut Daniel Hamadi pelaku utamanya itu lebih berat yang ikut itu 
agak ringan. Dalam Hukum pidana adat Tobati niat merupakan cerminan 
                                                   
24 Muhamad amin hamid dalam berjudul, Penerapan Hukum Pidana Adat 
Enggros Tobati Papua Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional,“ Tesis, fakultas 
hukum, universitas hasanuddin, Makassar.  
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perilaku hati, maka semua yang terkait dengan suatu tindak pidana harus 
bertanggungjawab dan dikenakan denda adat sesuai permintaan korban 
dan keluarga korban. hukum pidana adat Tobati tidak dibedakan dan 
dipisahkan secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi 
perbedaan didasarkan pada kriteria berat dan ringannya delik, maka hukum 
pidana adat Tobati pun mengenal tindak pidana berdasarkan berat dan 
ringannya perbuatan. Kendati demikian tidak ada pemisahan tegas mana 
yang merupakan tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, ukuran berat 
ringannya perbuatan nampaknya didasarkan pada seberapa besar tindak 
pidana tersebut mengguncangkan perasaan kemanusiaan dan masyarakat 
Tobati.  
Istilah “peradilan adat” dan “pengadilan adat” digunakan dalam 
Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Walaupun kedua istilah 
tersebut sesungguhnya dapat dibedakan pengertiannya, yaitu ”peradilan 
adat” menyangkut proses atau sistem, sedangkan ”pengadilan adat” 
menyangkut lembaga peradilannya; tetapi Undang-undang Darurat Nomor 
1 Tahun 1951 tampaknya tidak membedakan pengertian keduanya, karena 
kedua istilah tersebut digunakan secara bersamaan dalam tanpa 
membedakan pengertiannya. Dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, 
istilah yang digunakan adalah ”pengadilan adat”,  
sedangkan dalam penjelasannya di samping istilah “pengadilan adat” 
juga digunakan istilah ”peradilan adat”(Rosslina, 2009). Diakuinya peradilan 
adat dalam Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
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merupakan suatu dinamika tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia khususnya masyarakat Tobati yang memiliki 
aturan adat dan peradilan adat tersendiri dalam menyelesaikan suatu 
pelanggaran adat. Ini membuktikan bahwa factor hukum (UUD 1945, UU 
Darurat No. 1 tahun 1951, UU Otsus dan PERDASUS) sangat mendukung 
dalam penerapan hukum pidana Tobati di Papua. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari uraian terdahulu, ada beberapa yang dapat di tarik sebagai 
kesimpulan, yaitu: 
1. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam KUHP perzinahan dapat 
terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang pria dengan seorang 
wanita yang keduanya atau salah seorang dari mereka telah terikat 
perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum adat 
perzinahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Jadi 
baik sudah menikah maupun belum menikah jika melakukan 
persetubuhan di luar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai 
perbuatan yang terlarang dan disebut juga sebagai zina. 
2. Sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak 
pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah 
terganggu akibat dari perbuatan yang telah di lakukan. Hukum adat tidak 
mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang di jatuhkan oleh  
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pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban 
adat dan sanksi adat. Disamping itu, setiap putusan adat terhadap 
pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah,hal ini bertujuan 
untuk memperbaiki kesalahan dan dosa juga keselamatan kehidupan, 
karena hukum adat berpotensi kepada agama dan kepercayaan mistis 
masyarakat adat.  
3. Putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum 
karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari 
kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas 
terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa di 
lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di 
mulainya tahapan penyidikan. 
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